





Berdasarkan Kesimpulan tersebut diatas, maka dapatlah penulis berikan saran untuk 
mengoptimalkan dalam menyelesaikan dan mengatasi problematika eksekusi hak 
tanggungan dalam penyelesaian kredit macet, antara lain sebagai berikut;  
1. Bank sebagai Kreditur hendaknya dalam menerima jaminan kredit yang berupa 
Sertifikat Hak Guna Bangunan agar dapat menerapkan prinsip kehati-hatian dan 
mencermati masa berlaku hak Sertifikat Hak Guna Bangunan yang dimaksud, dan 
apabila berakhirnya jangka waktu hak Sertifikat Hak Guna Bangunan lebih pendek 
dari pada jangka waktu perjanjian kreditnya, makahendaknya kreditur mensyaratkan 
debitur untuk terlebih dahulu melakukan perpanjangan jangka waktu hak Sertifikat 
Hak Guna Bangunan yang dimaksud. 
2. Perlu adanya penambahan klausula dalam Perjanjian Kredit dengan jaminan 
Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang menegaskan bahwa; debitur sanggup 
untuk melakukan perpanjangan jaminan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang 
dimaksud apabila jangka waktu Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) lebih pendek 
dari pada jangka waktu perjanjian kreditnya.  
3. Agunan atau jaminan yang diterima kreditur yang berupa Sertifikat Hak Guna 
Bangunan (HGB) yang jangka waktunya lebih pendek dari jangka waktu perjanjian 
kreditnya maka dengan persetujuan dan kuasa dari debitur/pemilik jaminan, kreditur 
dapat melakukan perpanjangan hak Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang 
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